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ABSTRAK 

 

PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 

 DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

 

Oleh 

 

Arifa Vika Jannah 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kewenangan pemerintah 

dalan perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan dan kendala apa saja yang 

dihadapi oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam proses untuk 

memperoleh izin.  

 

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan didukung data 

sekunder. Penelitian yuridis empiris diperoleh melalui wawancara dengan pejabat 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta 

observasi lapangan terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Timur. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam proses 

perizinan UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur secara normatif telah 

berjalan sesuai ketentuan hukum, namun efektivitasnya masih terkendala oleh 

faktor struktural, teknis, dan sosial. Kendala tersebut meliputi keterbatasan 

kapasitas aparatur, infrastruktur digital yang belum merata, dan rendahnya literasi 

hukum masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah daerah telah melakukan 

berbagai upaya perbaikan seperti pelatihan OSS, penerapan pelayanan “jemput 

bola”, penguatan koordinasi antarinstansi, dan sosialisasi hukum kepada 

masyarakat.  

 

Terdapat beberapa saran yang diajukan yaitu, pemerintah daerah perlu memperkuat 

kapasitas kelembagaan DPMPTSP dengan menitikberatkan pada peningkatan 

kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan pelayanan 

publik. Selain itu Masyarakat pelaku usaha perlu menumbuhkan kesadaran bahwa 

kepemilikan izin bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bentuk perlindungan 

dan peluang ekonomi. 

 

Kata Kunci: Perizinan, UMKM, Kewenangan, DPMPTSP 
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ABSTRACT 

 

MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISE LICENSING 

IN EAST OGAN KOMERING ULU REGENCY 

SOUTH SUMATRA PROVINCE 

 

By 

Arifa Vika Jannah 

 

This study aims to analyze the government's authority in licensing Micro, Small, 

and Medium Enterprises (MSMEs) in East Ogan Komering Ulu Regency, South 

Sumatra Province, and the obstacles faced by MSMEs in the permit obtaining 

process. 

This research is an empirical legal-legal study supported by secondary data. 

The empirical legal research was obtained through interviews with officials 

from the Investment and One-Stop Integrated Services Agency (DPMPTSP) and 

field observations of MSMEs in East Ogan Komering Ulu Regency. 

The results indicate that the local government's authority in the MSME 

licensing process in East Ogan Komering Ulu Regency has been operating in 

accordance with legal provisions, but its effectiveness is still hampered by 

structural, technical, and social factors. These obstacles include limited 

capacity of civil servants, uneven digital infrastructure, and low public legal 

literacy. Despite this, local governments have undertaken various improvement 

efforts, such as OSS training, the implementation of "jemput bola" (outreach) 

services, strengthening inter-agency coordination, and providing legal 

education to the public. 

Several suggestions were made, Local governments need to strengthen the 

institutional capacity of the DPMPTSP (Directorate General of Public Works 

and Public Housing) by emphasizing human resource competency development 

in information technology and public services. Furthermore, business 

communities need to raise awareness that permit ownership is not merely a 

legal obligation but also a form of protection and economic opportunity. 

Keywords: Licensing, MSMEs, Authority, DPMPTSP 



iv 

 
 

 

 

 

 

PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 

DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 
 

Oleh  

ARIFA VIKA JANNAH 

 

Skripsi 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar 

 Sarjana Hukum 

 

Pada 

Bagian Hukum Administrasi Negara 

Fakultas Hukum Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2026 

 



v 

 
 

 

 

 

 

Judul Skripsi : PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL DAN 

MENENGAH DI KABUPATEN OGAN 

KOMERING ULU TIMUR PROVINSI 

SUMATERA SELATAN. 

 

Nama Mahasiswa : Arifa Vika Jannah 

 

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011026 

 

Bagian : Hukum Administrasi Negara 

 

Fakultas : Hukum 

 

MENYETUJUI 

 

1. Komisi Pembimbing 

 

 

Pembimbing I      Pembimbing II 

 

 

 

 

Agus Triono,S.H.,M.H.,Ph.D    Dr.Fathoni,S.H.,M.H. 

NIP  198410102008121005    NIP 198208262014041001 

 

 

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara 

 

 

 

 

 

Marlia Eka Putri A.T.S.H.,M.H. 

NIP 198403212006042001 

 

 

 

 



vi 

 
 

 

 

 

 

MENGESAHKAN 

 

1. Tim Penguji 

Ketua   : Agus Triono,S.H.,M.H.,Ph.D  .………….. 

 

 

 

Sekretaris : Dr. Fathoni,S.H.,M.H.   .………….. 

 

 

 

Penguji Utama  : Sri Sulastuti,S.H.,M.Hum.   .………….. 

 

 

 

2. Dekan Fakultas Hukum 

 

 

 

Dr. Muhammad Fakih,S.H.,M.S. 

NIP 196412181988031002 

 

 

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Januari 2026 

 

 

 

 

 



vii 

 
 

 

 

 

 

LEMBAR PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama                                           : Arifa Vika Jannah 

Nomor Pokok Mahasiswa           : 2212011026 

Bagian                                         : Hukum Administrasi Negara 

Fakultas                                       : Hukum 

 

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Perizinan Usaha Mikro 

Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera 

Selatan" adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau 

pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika 

ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme. 

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas 

Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/IXT/2010 

 

 

 

    Bandar Lampung, 25 Januari 2026 

 

 

                                             Arifa Vika Jannah 

                                            NPM. 2212011026 

 

 

 



viii 

 
 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Nama lengkap penulis adalah Arifa Vika Jannah, dilahirkan 

di Oku Timur, pada tanggal 12 Januari 2004. Penulis 

merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, yang 

merupakan putri dari pasangan Bapak Kadarudin dan 

Ibu Vera Rusmalia. 

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 

Bedilan pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Belitang pada tahun 

2019 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Belitang pada tahun 2022. Selanjutnya 

penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui 

jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 

pada tahun 2022. 

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat 

yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Agung Timur, Kecamatan Kalirejo, 

Kabupaten Lampung Tengah selama 32 (tiga puluh dua) hari. 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 
 

 

 

 

 

MOTTO 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" 

(Q.S Al-Baqarah: 286) 

 

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan" 

(Q.S Al-Insyirah: 5) 

 

"Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah 

hingga ia kembali" 

"HR Tirmidzi" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 
 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

    ﷽ 

 

Dengan mengucap syukur Allhamdulillah kepada Allah SWT, Yang telah 

memberikan kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. 

Kupersempahkan karyaku ini kepada: 

Orang tuaku Bapak Kadarudin dan Ibuku Vera Rusmalia  yang menjadi tujuan 

utama dalam hidupku, yang selalu tulus memberikan kasih sayang, doa serta 

dukungan. Terima kasih atas semua pengorbanan dan kesabaran dalam 

membesarkanku dan mendidikku hingga saat ini. 

Adik-adikku Agung Bura Sakti dan Akayla Da Intana, yang telah memberikan 

semangat serta mendoakanku. 

Almamaterku Universitas Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 
 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

Dengan mengucap Allhamdulillahirabbil'alamın, Segala puji dan syukur penulis 

panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik serta 

Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang 

berjudul "Perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan" sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada 

masyarakat. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari 

bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan dan saran dari berbagai pihak. Pada 

kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan 

terima kasih kepada: 

1. Bapak Agus Triono, S.H.,M.H.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing I yang 

telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini; 

2. Bapak Fathoni, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

memberikan bimbingan, ilmu serta saran dan masukan dalam proses 

pembuatan skripsi ini; 

3. Ibu Sri Sulastuti, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembahas I yang telah 

memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini; 

4. Ibu ati Yuniati, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas II yang yang telah 

memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini; 

5. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Lampung, beserta staf yang telah memberikan bantuan dan 

kemudahan kepada Penulis selama di perkuliahan; 



xii 

 
 

6. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing 

Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi 

selama di perkuliahan; 

7. Ibu Marlia Eka Putri AT,S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum 

Administrasi Negara yang seelalu membantu penulis dalam proses 

pengerjaan seminar dan penandatanganan dokumen serta memberikan 

dorongan kepada penulis terkait progres skripsi; 

8. Bapak Agung Budi Prastyo, S.H.,M.H selaku Sekertaris Bagian Hukum 

Administrasi Negara; 

9. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh beserta Staff Administrasi Fakultas Hukum 

Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Administrasi Negara, atas 

segala bimbingan dan motivasi yang diberikan dalam proses penyelesaian 

karya ilmiah ini dan memberikan banyak ilmu pengetahuan yang 

bermanfaat selama menyelesaikan studi; 

10. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Bapak dan Ibu, terima kasih 

untuk segala doa, kasih sayang, dukungan, motivasi dan pengorbanan yang 

telah diberikan kepada ku dengan sepenuh hati sejak kecil hingga saat ini; 

11. Adik-adikku yang selalu membersamai penulis, terima kasih atas segala 

perhatian dan motivasinya. 

12. Ibu Yunita, S.E.,M.Si selaku Sekertaris Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera 

Selatan, yang telah meluangkan waktunya untuk dapat menjadi narasumber 

dan membantu penelitian hingga memperoleh data untuk 

penyusunan skripsi ini; 

13. Teruntuk Teman Seperjuangan, Ratna,Alda,Mayla,Salsa,Febby,Eilen,Aura, 

yang selalu menemani,saling menguatkan,saling memotivasi satu sama lain 

dan selalu bersama sejak awal perkuliahan hingga saat ini; 

14. Terima kasih kepada Sahabatku,Anisa Deswita Putri, yang selalu 

mendukung dalam segala situasi; 

15. Almamater tercinta Universitas Lampung. Terima kasih telah menjadi 

tempatku menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman hidup yang tidak 

bisa dilupakan. 



xiii 

 
 

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu 

dalam penulisan skripsi ini. 

17. Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me 

for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I 

wanna thank me for never quitting, for just being me at all times. 

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan, doa dan dukungan 

serta mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan skripsi ini karena penulis 

menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi 

sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat dan menambah 

wawasan keilmuan bagi para pembaca. 

 

Bandar Lampung, 25 Januari 2026 

                            Penulis, 

 

                                             Arifa Vika Jannah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 
 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

Contents 

ABSTRAK ............................................................................................................. ii 

ABSTRACT .......................................................................................................... iii 

MENYETUJUI ...................................................................................................... v 

MENGESAHKAN ............................................................................................... vi 

LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................ vii 

RIWAYAT HIDUP ............................................................................................ viii 

MOTTO ................................................................................................................ ix 

PERSEMBAHAN .................................................................................................. x 

SANWACANA ..................................................................................................... xi 

DAFTAR ISI ....................................................................................................... xiv 

 

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 1 

1.2 Rumusan Masalah ......................................................................................... 8 

1.3 Ruang Lingkup .............................................................................................. 8 

1.4 Tujuan Penelitian ......................................................................................... 10 

1.5 Kegunaan Penelitian .................................................................................... 10 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 12 

2.1 Kewenangan ................................................................................................ 12 

2.1.1 Pengertian Kewenangan ....................................................................... 12 

2.1.2 Macam-Macam Kewenangan ............................................................... 14 

2.1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah .......................................................... 15 

2.2 Kebijakan ..................................................................................................... 16 

2.2.1 Pengertian Kebijakan ............................................................................ 16 

2.2.2 Tahapan Kebijakan ............................................................................... 17 

2.2.3 Implementasi Kebijakan ....................................................................... 18 



xv 

 
 

2.3 Izin dan Perizinan ........................................................................................ 19 

2.3.1 Pengertian Izin dan Perizinan ............................................................... 19 

2.3.2 Unsur-Unsur Perizinan ......................................................................... 20 

2.3.3 Perizinan dalam Konteks Pemerintahan Daerah ................................... 22 

2.4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ............................................................. 23 

2.4.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .................................... 23 

2.4.2 Macam-Macam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ............................ 25 

2.4.3 Pendirian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ...................................... 26 

 

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................... 27 

3.1 Jenis Penelitian ............................................................................................ 27 

3.2 Sumber Data ................................................................................................ 27 

3.2.2 Data Sekunder ....................................................................................... 28 

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data ............................................. 29 

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data ................................................................. 29 

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data .................................................................... 29 

3.4 Analisis Data ............................................................................................... 30 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................... 31 

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ......................... 31 

4.1.1 Profil UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .............. 34 

4.2 Kewengangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Terhadap 

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

Provinsi Sumatera Selatan ................................................................................. 38 

4.2.2 Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Kendala Perizinan UMKM

 ....................................................................................................................... 46 

4.2.3 Evaluasi Efektivitas Perizinan OSS Berbasis Risiko ............................ 49 

4.3. Kendala yang Dihadapi Pelaku UMKM dalam Perizinan .......................... 51 

4.3.1 Rendahnya Kesadaran Hukum Pelaku UMKM .................................... 51 

4.3.2 Keterbatasan Literasi Digital ................................................................ 52 

4.3.3 Upaya Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Kebijakan Perizinan 

UMKM di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ....................................... 56 



xvi 

 
 

PENUTUP ............................................................................................................ 62 

5.1 Kesimpulan .................................................................................................. 62 

5.2 Saran ............................................................................................................ 63 

 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 65 

LAMPIRAN ......................................................................................................... 70 

 
 

 



1 

 
 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perizinan usaha merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum 

ekonomi Indonesia karena menjadi dasar legalitas setiap kegiatan usaha.  Perizinan 

berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai alat 

pengendalian, perlindungan, dan pembinaan terhadap kegiatan ekonomi 

masyarakat. Melalui sistem perizinan, negara dapat memastikan kegiatan usaha 

berjalan sesuai norma hukum, menjaga persaingan usaha yang sehat, dan 

melindungi kepentingan publik.1 

Dalam konteks otonomi daerah, kebijakan perizinan menjadi cerminan dari 

kemandirian pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola sumber daya 

ekonomi di wilayahnya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas 

untuk mengatur perizinan berbasis potensi daerah. Namun, pelaksanaan kebijakan 

ini seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah dengan tingkat 

literasi hukum dan digital yang rendah seperti Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Timur. 

Pemberian izin usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia menjadi 

salah satu fokus utama dalam pengembangan ekonomi daerah, termasuk di 

Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur. UMKM berkontribusi signifikan 

terhadap perekonomian, baik dari segi penyediaan lapangan kerja maupun 

peningkatan pendapatan masyarakat. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk 

 
1 Hidayat, R. (2023). Digitalisasi UMKM dan Transformasi Ekonomi Lokal. Jakarta: Gramedia. 
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Domestik Bruto (PDB) nasional.2 Potensi wirausaha yang ada belum sepenuhnya 

dimanfaatkan. Banyak pelaku usaha yang terhambat dalam mengurus izin usaha, 

yang berakibat pada minimnya dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan. 

Hal ini menjadi tantangan bagi pengembangan UMKM, yang seharusnya dapat 

berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal.3 

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, sekitar 99% pelaku usaha di 

Indonesia berada pada skala mikro dan kecil. Sektor ini menjadi penyangga utama 

ekonomi nasional dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 61%. 4Namun 

demikian, rendahnya tingkat legalitas masih menjadi permasalahan krusial. 

Sebagian besar pelaku usaha belum memahami manfaat hukum dari kepemilikan 

izin usaha. Padahal, legalitas merupakan kunci untuk memperoleh akses terhadap 

modal, perlindungan hukum, dan peluang pasar yang lebih luas. 

Dalam konteks Kabupaten OKU Timur, kesadaran hukum masyarakat terhadap 

perizinan usaha belum merata. Banyak pelaku UMKM masih menganggap izin 

sebagai beban administratif yang tidak memberikan manfaat langsung. Oleh karena 

itu, pendekatan kebijakan publik yang lebih humanis dan berlandaskan nilai-nilai 

keadilan sosial diperlukan agar sistem perizinan benar-benar berpihak pada 

masyarakat kecil. 

Proses perizinan yang rumit dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya izin 

usaha menjadi faktor utama yang menghalangi pelaku UMKM di daerah ini.5 

Banyak usaha yang beroperasi tanpa izin, sehingga mengurangi akses mereka 

terhadap berbagai program bantuan dan pembiayaan yang disediakan oleh 

pemerintah. Keberadaan izin usaha menjadi penting untuk meningkatkan legitimasi 

usaha serta memperluas jaringan bisnis. Salah satu tujuan dari pemberian izin usaha 

adalah untuk menjamin perlindungan konsumen. Usaha yang terdaftar dan 

 
2 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2022). Statistik Usaha Kecil dan 

Menengah di Indonesia. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM. 
3 Sari, N. (2021). "Hambatan dan Solusi dalam Proses Perizinan Usaha Mikro dan Kecil di 

Indonesia". Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 12(3), 45-60. 
4 Kemenkop UKM. (2024). Statistik UMKM Nasional. Jakarta. 
5 Rahman, A. (2020). "Pengaruh Izin Usaha Terhadap Keberlangsungan UMKM". Jurnal 

Manajemen dan Kewirausahaan, 8(2), 112-120. 
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memiliki izin resmi cenderung lebih dipercaya oleh masyarakat, yang pada 

gilirannya dapat meningkatkan penjualan produk. Ini adalah salah satu aspek yang 

perlu ditekankan kepada para pelaku UMKM. 

Dasar hukum dari pemberian izin usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-

undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pengembangan UMKM 

serta perlindungan terhadap pelaku usaha. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik juga menjadi acuan penting dalam penyederhanaan proses perizinan. 

Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berfungsi untuk 

memfasilitasi pengembangan dan pendataan UMKM secara lebih efektif. Peraturan 

ini menetapkan mekanisme pendataan dan pemberian izin usaha yang terintegrasi, 

sehingga memudahkan pelaku UMKM dalam mengurus izin mereka. Di samping 

itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil memberikan pedoman jelas bagi pemerintah 

daerah dalam proses perizinan, diharapkan dapat mempercepat dan 

menyederhanakan prosedur yang ada. 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam 

pembangunan ekonomi daerah, termasuk di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

(OKU Timur). UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan, 

tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan 

membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal6. Pemerintah Kabupaten OKU 

Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) aktif mendorong pertumbuhan UMKM dengan berbagai program 

kemitraan strategis yang meliputi pelatihan, pendampingan, akses permodalan, dan 

pengembangan pasar, termasuk digitalisasi UMKM agar lebih kompetitif di pasar 

lokal maupun nasional. 

 
6 Badan Pusat Statistik. (2023). Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam angka 2023. BPS 

Kabupaten OKU Timur 
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Dinas Peinanaman Modal dan Peilayanan Teirpadui Satui Pintui (DPMPTSP) teilah 

beiruipaya meimbeirikan keimuidahan dalam peinguiruisan izin uisaha mikro keicil dan 

meineingah. Program-program seipeirti Klinik Inveistasi dan layanan OSS (Onlinei 

Singlei Suibmission) diharapkan mampui meimpeirceipat proseis peirizinan dan 

meinguirangi hambatan birokrasi.7 Namuin, sampai saat ini beiluim banyak peineilitian 

yang seicara khuisuis meingkaji eifeiktivitas peimbeirian izin uisaha UiMKM di 

Kabuipatein Okui Timuir. Oleih kareina itui, peineilitian ini peinting uintuik meingeitahuii 

seijauih mana proseis peirizinan teirseibuit meinduikuing peingeimbangan wirauisaha di 

daeirah ini. 

Meinuiruit Uindang-Uindang Nomor 11 Tahuin 2020 teintang Cipta Keirja, peimeirintah 

beirkomitmein uintuik meimbeirikan keimuidahan beiruisaha meilaluii peinyeideirhanaan 

peirizinan dan peinginteigrasian sisteim peirizinan seicara eileiktronik meilaluii OSS. Hal 

ini diharapkan dapat meimpeirceipat proseis peirizinan dan meiningkatkan daya saing 

UiMKM. Namuin, impleimeintasi keibijakan teirseibuit di tingkat daeirah masih 

meinghadapi beirbagai tantangan, seipeirti keiteirbatasan suimbeir daya manuisia, 

infrastruiktuir teiknologi informasi, dan peimahaman peilakui UiMKM teintang proseiduir 

peirizinan. Oleih kareina itui, peineilitian ini juiga akan meinilai keisiapan Kabuipatein 

Okui Timuir dalam meingimpleimeintasikan sisteim peirizinan beirbasis OSS. 

Di sisi lain, peimeirintah daeirah peirlui meiningkatkan sosialisasi meingeinai proseis 

peirizinan. Banyak peilakui uisaha yang tidak meinyadari peintingnya izin uisaha dan 

manfaat yang teirkait deingannya. Eiduikasi yang teipat dapat meiningkatkan keisadaran 

dan peimahaman meireika, seihingga leibih banyak uisaha yang meindaftar uintuik 

meindapatkan izin. Seilain itui, keimuidahan dalam proseis peirizinan juiga haruis 

meinjadi peirhatian. Peimeirintah daeirah peirlui meilakuikan simplifikasi proseiduir agar 

leibih muidah diakseis oleih peilakui UiMKM. Hal ini dapat meinciptakan lingkuingan 

yang leibih konduisif bagi peirtuimbuihan wirauisaha. 

Keibeiradaan sisteim onlinei uintuik peingajuian izin uisaha juiga peirlui dipeirtimbangkan. 

Deingan teiknologi yang seimakin beirkeimbang, peingguinaan sisteim digital dapat 

 
7 Setiawan, B., & Nugroho, A. (2022). Transformasi digital UMKM di era ekonomi digital: Studi 

kasus di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 23(2), 112–127. 



5 

 
 

meimpeirceipat proseis peirizinan dan meinguirangi birokrasi yang seiringkali meinjadi 

peinghambat. Impleimeintasi teiknologi informasi dalam peirizinan dapat meinjadi 

soluisi eifeiktif. Beirbagai stuidi meinuinjuikkan bahwa UiMKM yang meimiliki izin 

uisaha ceindeiruing leibih beirkeimbang dibandingkan yang tidak. Meireika meimiliki 

akseis yang leibih baik teirhadap suimbeir daya, teirmasuik modal dan peilatihan8. Oleih 

kareina itui, peinting uintuik meindorong peilakui UiMKM di OKUi Timuir agar seigeira 

meinguiruis izin uisaha meireika. 

Seilain itui, leigalitas uisaha meilaluii izin uisaha juiga meimbuika akseis peilakui UiMKM 

teirhadap beirbagai program peimbiayaan, seipeirti Kreidit Uisaha Rakyat (KUiR) dan 

bantuian peimeirintah lainnya. Peilakui UiMKM yang meimiliki izin uisaha leibih muidah 

meindapatkan akseis peimbiayaan dan peindampingan yang dapat meimpeirceipat 

peingeimbangan uisahanya. Peimbeirian izin uisaha yang eifeiktif juiga dapat 

meiningkatkan keipeircayaan konsuimein dan mitra bisnis. Uisaha yang leigal dan 

meimiliki izin reismi biasanya leibih dipeircaya oleih pasar, seihingga dapat 

meimpeirluias jaringan peimasaran dan meiningkatkan omzeit peinjuialan. 

Dari peirspeiktif eikonomi, peiningkatan juimlah UiMKM yang meimiliki izin uisaha 

dapat meimpeirkuiat struiktuir eikonomi daeirah seicara keiseiluiruihan. Hal ini tidak hanya 

akan beirdampak positif teirhadap peindapatan daeirah, teitapi juiga beirkontribuisi pada 

peiningkatan keiseijahteiraan masyarakat seicara luias. Masyarakat yang seijahteira 

meimiliki poteinsi leibih beisar uintuik beirkontribuisi pada peirtuimbuihan eikonomi yang 

beirkeilanjuitan, meinciptakan sikluis positif yang meinguintuingkan seimuia pihak. 

Peineilitian ini beirtuijuian uintuik meinganalisis seicara meindalam proseis peimbeirian izin 

uisaha bagi UiMKM di OKUi Timuir seirta dampaknya teirhadap peingeimbangan 

wirauisaha di wilayah teirseibuit. Deingan harapan, peineilitian ini dapat meimbeirikan 

wawasan yang beirharga bagi para peimangkui keipeintingan dalam meiruimuiskan 

keibijakan yang leibih baik dan leibih eifeiktif teirkait peirizinan uisaha. 

Seilain itui, peirizinan uisaha beirpeiran peinting dalam meinduikuing peincapaian 

Suistainablei Deiveilopmeint Goals (SDGs), khuisuisnya tuijuian kei-8 yaitui “Peikeirjaan 

 
8 Halim, A. (2019). "Digitalisasi dalam Proses Perizinan Usaha: Peluang dan Tantangan". Jurnal 

Teknologi dan Manajemen, 15(1), 23-34. 
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Layak dan Peirtuimbuihan Eikonomi.” Leigalitas uisaha meimbeirikan peiluiang bagi 

peilakui UiMKM uintuik meingakseis program peimbiayaan dan peinguiatan kapasitas, 

yang pada akhirnya meiningkatkan keiseijahteiraan masyarakat. Peimeirintah daeirah 

meilaluii DPMPTSP meimiliki tangguing jawab moral dan huikuim uintuik meinciptakan 

sisteim peirizinan yang seideirhana, adil, dan transparan, seijalan deingan asas good 

goveirnancei yang meineikankan eifisieinsi dan partisipasi masyarakat. Deingan 

deimikian, keihadiran sisteim peirizinan beirbasis risiko yang teirinteigrasi seicara 

eileiktronik meiruipakan uipaya konkreit dalam meiwuijuidkan peimeirintahan yang 

modeirn dan beirpihak keipada rakyat keicil. 

Seilanjuitnya, peineilitian ini juiga akan meinyoroti tantangan  yang dihadapi oleih 

peilakui UiMKM dalam meinguiruis izin uisaha meireika. Deingan peimahaman yang leibih 

meindalam meingeinai hambatan-hambatan teirseibuit, diharapkan soluisi yang teipat 

dapat diteimuikan uintuik meingatasi masalah ini, seihingga meindorong peirtuimbuihan 

UiMKM yang leibih maksimal. Keiteirlibatan peimeirintah dalam meinduikuing 

peingeimbangan UiMKM sangat peinting, kareina duikuingan ini tidak hanya beirbeintuik 

keibijakan yang pro-UiMKM, teitapi juiga dalam peinyeidiaan fasilitas dan 

infrastruiktuir yang dipeirluikan uintuik meinciptakan eikosisteim yang konduisif bagi 

peilakui wirauisaha9. Dari suiduit pandang sosial, keibeiradaan UiMKM yang leigal dan 

teirdaftar dapat meiningkatkan keipeircayaan masyarakat teirhadap produik lokal, 

meinciptakan iklim bisnis yang seihat di mana produik-produik lokal dapat beirsaing 

deingan produik dari luiar daeirah. Uintuik meincapai tuijuian-tuijuian ini, kolaborasi yang 

eirat antara peimeirintah, masyarakat, dan peilakui uisaha sangat dipeirluikan, kareina 

seitiap pihak meimiliki peiran peinting dalam meinciptakan lingkuingan yang 

meinduikuing peingeimbangan UiMKM. Keirja sama ini tidak hanya akan 

meinguintuingkan pihak-pihak yang teirlibat, teitapi juiga akan meimpeirceipat 

peirtuimbuihan eikonomi daeirah seicara keiseiluiruihan. 

Dalam konteiks globalisasi, UiMKM di OKUi Timuir juiga peirlui dipeirsiapkan uintuik 

beirsaing di pasar yang leibih luias. Deingan izin uisaha, meireika dapat leibih muidah 

meinjangkaui pasar inteirnasional, yang akan meimbuika peiluiang barui uintuik eikspor 

 
9 Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2022). Laporan Kinerja Kementerian 

Koperasi dan UKM Tahun 2022. 
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produik daeirah. Akhirnya, peineilitian ini diharapkan dapat meimbeirikan reikomeindasi 

bagi peimeirintah daeirah dalam meinyuisuin strateigi peingeimbangan UiMKM yang 

leibih eifeiktif. Deingan peindeikatan yang teipat, diharapkan dapat teirwuijuid 

peiningkatan juimlah UiMKM yang meimiliki izin uisaha, seihingga beirkontribuisi leibih 

beisar teirhadap peireikonomian OKUi Timuir. 

Peineilitian ini diharapkan dapat meimbeirikan reikomeindasi bagi peimeirintah 

Kabuipatein Okui Timuir dalam meinyeimpuirnakan sisteim peirizinan UiMKM agar leibih 

muidah diakseis, ceipat, dan transparan. Reikomeindasi ini peinting uintuik meinciptakan 

iklim uisaha yang konduisif dan meinduikuing peirtuimbuihan wirauisaha. Seilain itui, 

hasil peineilitian ini dapat meinjadi bahan eivaluiasi bagi DPMPTSP dan instansi 

teirkait dalam meiningkatkan kuialitas peilayanan puiblik, khuisuisnya dalam hal 

keimuidahan beiruisaha bagi UiMKM. Peiningkatan peilayanan akan beirdampak positif 

pada peirtuimbuihan eikonomi daeirah. Peineilitian ini juiga meimbeirikan kontribuisi 

akadeimis deingan meinambah liteiratuir meingeinai huibuingan antara peimbeirian izin 

uisaha dan peingeimbangan wirauisaha di daeirah, khuisuisnya di Kabuipatein Okui 

Timuir. Stuidi ini dapat meinjadi reifeireinsi bagi peineilitian seilanjuitnya di bidang 

keiwirauisahaan dan administrasi puiblik. 

Dalam konteiks keibijakan nasional, peimeirintah teilah meineigaskan peintingnya 

transformasi digital bagi seiluiruih seiktor eikonomi teirmasuik UiMKM. Meinuiruit 

Keimeinteirian Komuinikasi dan Informatika, digitalisasi UiMKM dapat 

meiningkatkan eifisieinsi opeirasional hingga 30% dan meimpeirluias akseis pasar 

meilaluii eikosisteim ei-commeircei nasional. Namuin, di tingkat daeirah seipeirti OKUi 

Timuir, keiteirbatasan infrastruiktuir jaringan dan liteirasi digital meinjadi hambatan 

seiriuis. Oleih seibab itui, peimbeirian izin uisaha beirbasis eileiktronik (OSS) peirlui diikuiti 

deingan program peindampingan yang beirkeilanjuitan agar tidak hanya seibatas 

formalitas administrasi. 

Seilain itui, keiadilan dalam peilayanan peirizinan juiga meiruipakan ceirminan dari 

peilaksanaan nilai-nilai Pancasila, khuisuisnya sila keilima., keiadilan dalam keibijakan 

puiblik tidak hanya meinyangkuit keiseitaraan proseiduiral, teitapi juiga keiadilan akseis, 

yakni meimastikan bahwa masyarakat dari beirbagai latar beilakang sosial dan 
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eikonomi meimiliki peiluiang yang sama uintuik meimanfaatkan layanan peimeirintah. 

Oleih kareina itui, peineilitian ini peinting uintuik meinganalisis seijauih mana sisteim 

peirizinan di Kabuipatein OKUi Timuir teilah meinceirminkan prinsip keiadilan teirseibuit. 

Deingan deimikian, peineilitian ini sangat peinting dilakuikan uintuik meinduikuing 

peingeimbangan UiMKM di Kabuipatein Okui Timuir meilaluii peimbeirian izin uisaha 

yang eifeiktif dan eifisiein. Hasil peineilitian diharapkan dapat meimbeirikan manfaat 

praktis bagi peimeirintah, peilakui UiMKM, dan akadeimisi dalam rangka 

meiningkatkan daya saing dan keibeirlanjuitan uisaha mikro, keicil, dan meineingah di 

daeirah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Beirdasarkan uiraian yang teilah dikeimuikakan di atas,peineiliti meiruimuiskan beibeirapa 

ruimuisan masalah seibagai beirikuit: 

1. Bagaimana keiweinangan peimeirintah daeirah dalam peimbeirian izin 

teirhadap uisaha mikro keicil dan meineingah di Kabuipatein Ogan 

Komeiring Uilui Timuir Provinsi Suimateira Seilatan? 

2. Apa saja keindala yang dihadapi peidagang  dalam proseis meindapatkan 

izin uisaha mikro keicil dan meineingah di Kabuipatein Ogan Komeiring Uilui 

Timuir Provinsi Suimateira Seilatan? 

 

1.3 Ruang Lingkup  

Pada skripsi ini, peineiliti ini akan meimbahas peimbeirian izin uisaha bagi Uisaha 

Mikro, Keicil, dan Meineingah (UiMKM) di Kabuipatein Ogan Komeiring Uilui (OKUi) 

Timuir, deingan fokuis pada bagaimana proseis peirizinan teirseibuit meimpeingaruihi 

peingeimbangan wirauisaha di daeirah teirseibuit. Peirtama, peineilitian ini akan meingkaji 

proseis peimbeirian teirhadap UiMKM. Proseiduir ini seiring kali meinjadi ruimit dan 

beirbeilit, yang dapat meinghambat peilakui uisaha dalam meingajuikan izin meireika. 

Dalam hal ini, Peiratuiran Peimeirintah Nomor 24 Tahuin 2018 teintang Peilayanan 

Peirizinan Beiruisaha Teirinteigrasi Seicara Eileiktronik akan dijadikan acuian uintuik 

meimahami langkah-langkah yang dipeirluikan dalam proseis peirizinan,dan Peiratuiran 
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Peimeirintah Nomor 28 Tahuin 2025 teintang Peinyeileinggaraan Peirizinan Beiruisaha 

Beirbasis Risiko uintuik meimbeirikan keimuidahan bagi peilakui uisaha yang meimiliki 

Klasifikasi Bakui Lapangan Indoneisia (KBLI) dalam satui keigiatan uisaha deingan 

meimuingkinkan peingguiaan satui dokuimein lingkuingan teirpadui. 

Seilanjuitnya, skripsi ini akan meinganalisis dampak dari peimbeirian izin uisaha 

teirhadap peingeimbangan wirauisaha di OKUi Timuir. Peineilitian ini beirtuijuian uintuik 

meingeiksplorasi bagaimana meimiliki izin uisaha dapat meimpeingaruihi peirtuimbuihan 

dan keibeirlanjuitan UiMKM, seirta kontribuisinya teirhadap peiningkatan eikonomi 

lokal. 

Seilain itui, peiran peimeirintah dalam meinduikuing UiMKM juiga akan meinjadi fokuis 

uitama dalam peineilitian ini. Skripsi ini akan meingeiksplorasi bagaimana peimeirintah 

daeirah dapat meimfasilitasi proseis peirizinan dan meimbeirikan duikuingan keipada 

peilakui uisaha, teirmasuik meilaluii peilatihan dan bimbingan. Peiratuiran Meinteiri 

Kopeirasi dan Uisaha Keicil dan Meineingah Reipuiblik Indoneisia Nomor 5 Tahuin 2021 

akan meinjadi dasar uintuik meimahami keibijakan-keibijakan yang ada dalam 

meinduikuing peingeimbangan UiMKM. 

Di samping itui, peineilitian ini akan meingideintifikasi keindala-keindala yang dihadapi 

oleih peilakui UiMKM dalam meindapatkan izin uisaha, seirta soluisi yang dapat 

diteirapkan uintuik meingatasi masalah teirseibuit. Deingan meinganalisis beirbagai 

suimbeir, teirmasuik laporan dan artikeil teirkait, diharapkan skripsi ini dapat 

meimbeirikan reikomeindasi yang konstruiktif uintuik peirbaikan proseis peirizinan yang 

ada. 

Akhirnya, uintuik meimbeirikan gambaran yang leibih konkreit, peineilitian ini akan 

meilakuikan stuidi kasuis teirhadap beibeirapa UiMKM yang ada di OKUi Timuir. Meilaluii 

stuidi kasuis ini, diharapkan dapat dipeiroleih peimahaman yang leibih dalam meingeinai 

peingalaman peilakui uisaha dalam meinguiruis izin dan dampaknya teirhadap uisaha 

meireika. Deingan ruiang lingkuip yang kompreiheinsif ini, diharapkan skripsi ini dapat 

meimbeirikan kontribuisi signifikan teirhadap peimahaman meingeinai peintingnya izin 

uisaha dalam peingeimbangan wirauisaha di OKUi Timuir dan meindorong uipaya 

peirbaikan keibijakan di masa meindatang. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tuijuian peineilitian skripsi ini adalah seibagai beirikuit: 

1. Uintuik Meingeitahuii bagaimana keiweinangan peimeirintah dalam peimbeirian 

izin uisaha mikro keicil dan meineingah yang ada di Kabuipatein Okui Timuir. 

2. Uintuik Meingeitahuiii Keindala dan Soluisi dalam Proseis Peirizinan oleih peilakui 

UiMKM di Kabuipatein Okui Timuir. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Keiguinaan peineilitian ini teirdiri dari keiguinaan teiori dan keiguinaan praktis seibagai 

beirikuit: 

1.Keiguinaan Teiorieitis 

Peineilitian ini diharapkan dapat meinambah ilmui peingeitahuian teintang proseis 

peirizinan bagi peilakui UiMKM di Kabuipatein Ogan Komeiring Uilui Timuir. Hasil 

peineilitian ini dapat meimbeirikan kontribuisi eimpiris pada peingeimbangan teiori 

meingeinai eifeiktivitas reiguilasi peirizinan seibagai instruimein keibijakan dalam 

meindorong peirtuimbuihan UiMKM dan peirceipatan peingeimbangan wirauisaha di 

tingkat peimeirintah daeirah. Seilain itui, peineilitian ini dapat meinjadi reifeireinsi uintuik 

peingeimbangan modeil analisis teirkait huibuingan antara birokrasi peirizinan dan 

dinamika keiwirauisahaan. 

2.Seicara praktisi hasil peineilitian ini seicara praktis diharapkan beirguina seibagai 

beirikuit: 

a) Bagi Peimeirintah Kabuipatein Okui Timuir: Hasil peineilitian ini 

diharapkan dapat meinjadi masuikan konkreit dan reikomeindasi yang 

dapat diguinakan oleih Dinas Peinanaman Modal dan Peilayanan 

Teirpadui Satui Pintui (DPMPTSP) seirta instansi teirkait lainnya di 

Kabuipatein Okui Timuir. Reikomeindasi ini beirfokuis pada peirbaikan 

dan peinyeimpuirnaan keibijakan seirta proseiduir peimbeirian izin 

UiMKM agar leibih eifeiktif, eifisiein, transparan, dan reisponsif 
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teirhadap keibuituihan peilakui uisaha, seihingga seicara optimal 

meinduikuing peingeimbangan wirauisaha. 

b) Bagi Peilakui UiMKM di Kabuipatein Okui Timuir: Peineilitian ini 

diharapkan dapat meiningkatkan peimahaman dan keisadaran peilakui 

UiMKM meingeinai uirgeinsi dan manfaat leigalitas uisaha meilaluii 

peirizinan. Hasil peineilitian juiga dapat meinjadi panduian bagi meireika 

dalam meingakseis dan meimanfaatkan fasilitas peirizinan uintuik 

meingeimbangkan uisaha, seirta meimbeirikan informasi meingeinai 

poteinsi keindala dan cara meingatasinya. 

c) Bagi Peineiliti Lain dan Akadeimisi: Peineilitian ini dapat meinjadi 

reifeireinsi dan pijakan awal yang beirharga bagi peineiliti lain yang 

teirtarik uintuik meilakuikan kajian leibih lanjuit meingeinai peirizinan 

uisaha, peingeimbangan UiMKM, ataui keiwirauisahaan di daeirah lain 

deingan konteiks yang beirbeida. Teimuian dan meitodologi peineilitian 

ini dapat meinjadi basis uintuik stuidi komparatif ataui peingeimbangan 

teiori leibih lanjuit. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kewenangan 

2.1.1 Pengertian Kewenangan 

Keiweinangan ataui weiweinang adalah suiatui istilah yang biasa diguinakan dalam 

lapangan huikuim puiblik, namuin seisuingguihnya teirdapat peirbeidaan diantara 

keiduianya. Keiweinangan adalah apa yang diseibuit "keikuiasaan formal", keikuiasaan 

yang beirasal dari keikuiasaan yang dibeirikan oleih uindang-uindang ataui leigislatif dari 

keikuiasaan eikseikuitif ataui administratif.10 

Keiweinangan beirasal dari kata dasar weiweinang, yang diartikan seibagai hal 

beirweinang, hak dan keikuiasaan yang dipuinyai uintuik meilakuikan seisuiatui. 

keiweinangan adalah keikuiasaan formal. Keikuiasaan yang beirasal dari keikuiasaan 

leigislatif (dibeiri oleih uindang-uindang) ataui dari keikuiasaan eikseikuitif administratif. 

Keiweinangan yang biasanya teirdiri dari beibeirapa keiweinangan adalah keikuiasaan 

teirhadap seigolongan orang ataui keikuiasaan teirhadap suiatui bidang peimeirintahan 

(ataui bidang uiruisan) teirteintui. 11 

Keiweinangan seiring diseijajarkan deingan istilah weiweinang. Istilah weiweinang 

diguinakan dalam beintuik kata beinda dan seiring diseijajarkan deingan istilah 

"beivoeigheiid dalam istilah huikuim Beilanda. Jika diceirmati ada seidikit peirbeidaan 

antara istilah keiweinangan deingan istilah "beivoeigheiid, Peirbeidaan teirseibuit teirleitak 

pada karakteir huikuimnya. Istilah "beivoeigheiid diguinakan dalam konseip huikuim 

 
10 Hadjon, P. M. (2007). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Edisi Revisi). Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press. 
11 Prajudi Admosudirjo,Teori Kewenagan,Rineka Cipta,Jakarta,2001,hlm.6 
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puiblik mauipuin dalam huikuim privat. Dalam konseip huikuim kita istilah keiweinangan 

ataui weiweinang seiharuisnya diguinakan dalam konseip huikuim puiblik. 

Keiweinangan meiruipakan keimampuian uintuik meilakuikan suiatui tindakan huikuim 

puiblik, ataui seicara yuiridis keiweinangan adalah keimampuian beirtindak yang 

dibeirikan oleih uindang-uindang yang beirlakui uintuik meilakuikan huibuingan-huibuingan 

huikuim. Keiweinangan seibagai keikuiasaan formal yang beirasal dari uindang-uindang, 

dan weiweinang seibagai speisifikasi dari keiweinangan, artinya barang siapa (suibyeik 

huikuim) yang dibeirikan keiweinangan oleih uindang-uindang, maka ia beirweinang 

uintuik meilakuikan seisuiatui dalam keiweinangan itui. 

Ciri-ciri keiweinangan beirkaitan deingan asas deileigasi, yang meiruipakan asas paling 

peinting dalam peilaksanaan keiweinangan dalam organisasi, teirdapat eimpat keigiatan 

deileigasi keiweinangan. Keigiatan ini artinya ialah proseis di mana para pimpinan 

meingalokasikan keiweinangan keipada bawahan deingan deileigasi yang meimiliki ciri-

ciri seibagai beirikuit: 

a. Peindeileigasi meineitapkan dan meimbeirikan tuijuian dan tuigas keipada 

bawahan. 

b. Peindeileigasi meilimpahkan keiweinangan uintuik meincapai tuijuian ataui tuigas. 

c. Peineirimaan deileigasi, baik implisit ataui eiksplisit, meinimbuilkan keiwajiban 

ataui tangguing jawab. 

d. Peindeileigasi peirtangguing jawaban bawahan uintuik hasil-hasil yang 

dicapai.12 

Keiweinangan tidak hanya diartikan seibagai keikuiasaan, oleih kareina itui, dalam 

meinjalankan hak beirdasarkan huikuim puiblik seilalui teirikat keiwajiban beirdasarkan 

huikuim puiblik tidak teirtuilis ataui asas uimuim peimeirintahan yang baik. Keiweinangan 

dalam hal ini dibeidakan meinjadi: 

a) Peimbeirian keiweinangan: peimbeirian hak keipada, dan peimbeibanan 

keiwajiban teirhadap badan (atribuisi/mandat); 

 
12 Muammar Himawan,Pokok-Pokok Organisasi Modern,Bina Ilmu,Jakarta,2004,hlm.51. 
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b) Peilaksanaan keiweinangan: meinjalankan hak dan keiwajiban puiblik yang 

beirarti meimpeirsiapkan dan meingambil keipuituisan; 

c) Akibat Huikuim dari peilaksanaan keiweinangan: seiluiruih hak dan/ataui 

keiwajiban yang teirleitak rakyat/buirgeir, keilompok rakyat dan badan. 

2.1.2 Macam-Macam Kewenangan 

Keiweinangan yang dimiliki instituisi peimeirintahan dalam meilakuikan peirbuiatan 

nyata, meingadakan peingatuiran ataui meingeiluiarkan keipuituisan seilalui dilandasi oleih 

keiweinangan yang dipeiroleih dari konstituisi seicara atribuisi, deileigasi, mauipuin 

mandat. Ditinjaui dari suimbeirnya keiweinangan teirdiri dari, yaitui: 

a. Keiweinangan Atribuisi, adalah keiweinangan yang meileikat pada suiatui jabatan yang 

beirasal dari uindang-uindang. Atribuisi meiruipakan keiweinangan yang dibeirikan 

keipada suiatui organ (instituisi) peimeirintahan ataui leimbaga Neigara oleih suiatui badan 

leigislatif yang indeipeindein. Keiweinangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari 

keiweinangan yang ada seibeiluimnya. 

b. Keiweinangan Deileigasi, adalah peimindahan/peingalihan keiweinangan yang ada. 

Ataui deingan kata lain peimindahan keiweinangan atribuisi keipada peijabat di 

bawahnya deingan dibareingi peimindahan tangguing jawab. Deileigasi seibagai 

keiweinangan yang dialihkan dari keiweinangan atribuisi dari suiatui organ (instituisi) 

peimeirintahan keipada organ lainnya seihingga deileigator (organ yang teilah meimbeiri 

keiweinangan) dapat meinguiji keiweinangan atas namanya, 

c. Keiweinangan Mandat, dalam hal ini tidak ada sama seikali peingakuian 

keiweinangan ataui peingalihan keiweinangan, yang ada hanya janji-janji keirja inteirein 

antara pimpinan dan bawahan. Pada mandat tidak teirdapat suiatui peimindahan 

keiweinangan teitapi peimbeiri mandat (mandator) meimbeirikan keiweinangan keipada 

organ lain (mandataris) uintuik meimbuiat keipuituisan ataui meingambil suiatui tindakan 

atas namanya. 13 

 
13 Ridwan.H.R.,Hukum Adiministrasi Negara,Bandung,2006. 
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Macam-macam keiweinangan beirdasarkan suimbeirnya dibeidakan meinjadi: 

1. Weiweinang peirsonal, beirsuimbeir pada inteileigeinsi, peingalaman, nilai 

ataui norma, dan keisangguipan uintuik meimimpin. 

2. Weiweinang ofisial, meiruipakan weiweinang reismi yang di teirima dari 

weiweinang yang beirada di atasnya. 

Seicara organisasional keiweinangan adalah keimampuian yuiridis yang didasarkan 

pada huikuim puiblik. Keiweinangan beirkaitan deingan hak dan keiwajiban, yaitui agar 

keiweinangan tidak seimata-mata diartikan seibagai hak beirdasarkan huikuim privat, 

teitapi juiga keiwajiban seibagai huikuim puiblik. Keiweinangan adalah fuingsi uintuik 

meinjalankan keigiatan dalam organisasi, seibagai hak uintuik meimeirintah orang lain 

uintuik meilakuikan ataui tidak meilakuikan seisuiatui agar tuijuian dapat teircapai. 

Peingorganisasian meiruipakan proseis peinyuisuinan struiktuir organisasi yang seisuiai 

deingan tuijuian organisasi, suimbeir daya dan lingkuingan yang meilingkuipinya. 

2.1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah 

Peimeirintah daeirah seisuiai deingan Pasal 1 Angka (3) Uindang-Uindang Nomor 23 

Tahuin 2014 teintang Peimeirintahan Daeirah adalah uinsuir peinyeileinggara 

Peimeirintahan Daeirah yang dalam peilaksanaan uiruisan peimeirintahan yang meinjadi 

keiweinangan daeirah otonom. Peimeirintah daeirah meinyeileinggarakan uiruisan 

peimeirintahan yang meinjadi keiweinangannya, keicuiali uiruisan yang meinjadi uiruisan 

Peimeirintah. Dalam meinyeileinggarakan uiruisan peimeirintahan yang meinjadi 

keiweinangan daeirah teirseibuit, peimeirintahan daeirah meinjalankan otonomi seiluias-

luiasnya uintuik meingatuir dan meinguiruis seindiri uiruisan peimeirintahan beirdasarkan 

asas otonomi dan tuigas peimbantuian. 

Peinyeileinggaraan deiseintralisasi meinsyaratkan peimbagian uiruisan peimeirintahan 

antara Peimeirintah dan Peimeirintahan Daeirah. Uiruisan peimeirintahan teirdiri dari 

uiruisan peimeirintahan yang seipeinuihnya meinjadi keiweinangan Peimeirintah dan 

uiruisan peimeirintahan yang dikeilola seicara beirsama antar tingkatan dan suisuinan 

peimeirintahan ataui konkuirein. 
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Meinuiruit Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Uindang-Uindang Nomor 23 Tahuin 2014 teintang 

Peimeirintahan Daeirah bahwa peimeirintah daeirah meinyeileinggarakan uiruisan 

peimeirintahan yang meinjadi keiweinangannya, keicuiali uiruisan yang meinjadi uiruisan 

peimeirintah puisat. Dalam meinyeileinggarakan uiruisan peimeirintahan yang meinjadi 

keiweinangannya daeirah, peimeirintah daeirah meinjalankan otonomi seiluias-luiasnya 

Meinuiruit Uindang-Uindang Nomor 23 Tahuin 2014 teintang Peimeirintahan Daeirah 

Pasal 14 Ayat (1), uiruisan peimeirintah yang meinjadi weiweinang Peimeirintah 

Kabuipatein/Kota adalah seibagai beirikuit: 

a. Peireincanaan dan peingeindalian peimbanguinan 

b. Peireincanaan, peimanfaatan, dan peingawasan tata ruiang 

c. Peinyeileinggaraan keiteirtiban uimuim dan keiteintraman masyarakat 

d. Peinyeidiaan sarana dan prasarana uimuim 

ei. Peinanganan bidang keiseihatan 

f. Peinyeileinggaraan peindidikan 

g. Peinangguilangan masalah sosial 

h. Peilayanan bidang keiteinagakeirjaan 

i. Fasilitasi peingeimbangan kopeirasi, uisaha keicil dan meineingah 

j. Peingeindalian lingkuingan hiduip 

k. Peilayanan peirtanahan 

1. Peilayanan keipeinduiduikan, dan catatan sipil 

m. Peilayanan administrasi uimuim peimeirintahan 

n. Peilayanan administrasi peinanaman modal 

o. Peinyeileinggaraan peilayanan dasar lainnya 

 

2.2 Kebijakan 

2.2.1 Pengertian Kebijakan 

 

Keibijakan adalah adalah proseis peinyuisuinan seicara sisteimatis meingeinai keigiatan-

keigiatan yang peirlui dilakuikan uintuik meingatasi masalah-masalah yang dihadapi 

dalam rangka meincapai tuijuian yang teilah diteitapkan. Keibijakan adalah keigiatan 

meimilih dan meinghuibuingkan fakta dan meimbuiat seirta meingguinakan asuimsi-
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asuimsi meingeinai masa yang akan datang deingan jalan meingambarkan dan 

meiruimuiskan keigiatan-keigiatan yang dipeirluikan uintuik meincapai hasil yang 

diinginklan. Deingan peireincanaan manajeimein yang baik, maka instansi dapat 

meilihat keiadaan kei deipan, meimpeirhituingkan keimuingkinan-keimuingkinan yang 

akan teirjadi, seirta meinjabarkan keigiatan dan meimbuiat uiruitan prioritas uitama yang 

ingin dicapai instansi teirseibuit.14 

Peingeirtian keibijakan di atas meiruipakan seirangkaian tindakan yang diteitapkan dan 

dilaksanakan oleih peimeirintah yang meimpuinyai tuijuian ataui beirorieintasi pada tuijuian 

teirteintui uintuik keipeintingan seiluiruih masyarakat. Keibijakan peimeirintah meiruipakan 

peingalokasian nilai-nilai keikuiasaan uintuik seiluiruih masyarakat yang keibeiradaannya 

meingikat. Seihingga cuikuip peimeirintah yang dapat meilakuikan seisuiatui deingan sah 

uintuik masyarakat dan beintuik dari seisuiatui yang dipilih oleih peimeirintah teirseibuit 

meiruipakan peingalokasian nilai-nilai keipada masyarakat. 

Keibijakan seibagai keipuituisan suiatui organisasi, baik puiblik ataui bisnis, yang 

dimaksuidkan uintuik meingatasi peirmasalahan teirteintui ataui meincapai tuijuian teirteintui 

beirisi keiteintuian-keiteintuian peidoman peirilakui dalam: 

a) Peingambilan keipuituisan leibih lanjuit yang haruis dilakuikan baik keilompok 

sasaran atauipuin uinit organisasi peilaksana keibijakan 

b) Peineirapan ataui impleimeintasi dari suiatui keibijakan yang teilah diteitapkan, 

baik dalam huibuingan deingan uinit organisasi ataui peilaksana mauipuin 

keilompok sasaran dimaksuid." 

2.2.2 Tahapan Kebijakan 

 

Keibijakan peimeirintah seibagai seijuimlah aktivitas peimeirintah, baik seicara langsuing 

mauipuin meilaluii beirbagai leimbaga yang meimpeingaruihi keihiduipan masyarakat. 

Uintuik meilaksanakan keibijakan peimeirintah teirdapat tahapan yaitui: 

a. Adanya pilihan keibijakan ataui keipuituisan yang dibuiat oleih politisi, peigawai 

peimeirintah ataui yang lainnya yang beirtuijuian meingguinakan keikuiatan puiblik uintuik 

 
14 Otje. H.R. Salman dan Eddy Damian, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Refika 

Aditama, Bandung, 2004, hlm. 41 
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meimpeingaruihi keihiduipan masyarakat. Seilain itui keipuituisan ini juiga dibuiat oleih 

anggota leigislatif, Preisidein, Guibeirnuir, administrator seirta preissuirei grouips, pada 

leiveil ini keipuituisan meiruipakan keibijakan teirapan 

b. Adanya ouitpuit keibijakan. Keibijakan yang diteirapkan pada leiveil ini meinuintuit 

peimeirintah uintuik meilakuikan peingatuiran, peinganggaran, peineintuikan peirsonil dan 

meimbuiat reiguilasi dalam beintuik program yang akan meimpeingaruihi keihiduipan 

masyarakat 

c. Adanya dampak keibijakan yang meiruipakan eifeik pilihan keibijakan yang 

meimpeingaruihi keihiduipan masyarakat.15 

Analisis keibijakan adalah suiatui aktivitas inteileiktuial yang dilakuikan dalam proseis 

politik. Analisis keibijakan meiruipakan aktivitas meinciptakan peingeitahuian teintang 

dan dalam proseis peimbuiatan keibijakan, meilipuiti: 

1) Proseis peingkajian keibijakan, meinyajikan meitodologi uintuik analisis 

keibijakan. Meitodologi di sini adalah sisteim standar, atuiran, dan 

proseiduir uintuik meinciptakan, meinilai seicara kritis, dan 

meingkomuinikasikan peingeitahuian yang reileivan deingan keibijakan. 

2) Proseis peimbuiatan keibijakan adalah seirangkaian tahap yang saling 

beirgantuing yang diatuir meinuiruit uiruitan waktui yaitui peinyuisuinan 

ageinda, formuilasi keibijakan, adopsi keibijakan, impleimeintasi 

keibijakan, dan peinilaian keibijakan yang teilah dilaksanakan. 

2.2.3 Implementasi Kebijakan 

 

Impleimeintasi meiruipakan proseis uimuim tindakn administratif yang dapat diteiliti 

pada tingkat program teirteintui dan seibagai tindakan yang dilakuikan oleih peimeirintah 

dan swasta baik seicara individui mauipuin seicara keilompok yang dimaksuidkan uintuik 

meincapai tuijuian. Proseis impleimeintasi barui akan dimuilai apabila tuijuian dan sasaran 

 
15 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan 

Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2004. hlm. 16. 
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teilah diteitapkan, program keigiatan teilah teirsuisuin dan dana teilah siap dan teilah 

disaluirkan uintuik meincapai sasaran.16 

Impleimeintasi keibijakan adalah meimahami apa yang seinyatanya teirjadi seisuidah 

suiatui program dinyatakan beirlakui ataui diruimuiskan meiruipakan fokuis peirhatian 

impleimeintasi keibijakan yakni keijadian-keijadian dan keigiatan-keigiatan yang timbuil 

seisuidah disahkannya peidoman-peidoman keibijakan neigara, yang meincakuip baik 

uisaha-uisaha uintuik meingadministrasikannya mauipuin uintuik meinimbuilkan 

akibat/dampak nyata pada masyarakat atas keijadian-keijadian. 

 

2.3 Izin dan Perizinan 

2.3.1 Pengertian Izin dan Perizinan 

 

Izin adalah peirnyataan yang biasanya dikeiluiarkan seihuibuingan deingan suiatui 

peirbuiatan yang pada hakeikatnya haruis dilarang teitapi hal yang meinjadi obyeik dari 

peirbuiatan teirseibuit meinuiruit sifatnya tidak meiruigikan dan peirbuiatan itui dapat 

dilaksanakan asalkan saja dibawah peingawasan alat-alat peirleingkapan 

Administrasi Neigara.17 

Peirizinan (veirguinning) adalah peirseituijuian dari peimeirintah beirdasarkan uindang-

uindang ataui peiratuiran peimeirintah yang diisyaratkan uintuik peirbuiatan yang pada 

uimuimnya meimeirluikan peingawasan khuisuis, teitapi pada uimuimnya tidaklah 

dianggap seibagai hal-hal yang sama seikali tidak dikeiheindaki. Izin seibagai 

deispeinsasi dari suiatui larangan oleih uindang-uindang. Deispeinsasi beiranjak dari 

keiteintuian yang pada dasarnya meilarang suiatui peirbuiatan, seibaliknya izin beiranjak 

dari keiteintuian yang pada dasarnya tidak meilarang suiatui peirbuiatan teitapi uintuik 

dapat meilakuikannya diisyaratkan proseiduir teirteintui haruis dilaluii. Bilamana 

peimbuiat peiratuiran tidak meilarang suiatui peirbuiatan teitapi dipeirkeinankan, maka 

peirbuiatan teirseibuit haruis seisuiai deingan syarat-syarat yang teilah diteintuikan.18 

 
16 Solichin Abdul Wahab, Op. Cit. hlm. 18. 
17 Malayu S.P. Hasibuan, Perizinan, Pengawasan dan Pelaksanaannya, Citra Medika, 

Jakarta. 2006. hlm. 12 
18 Prajudi Admosudirjo.. Hukum Administrasi Negara, Gahlia. Jakarta. 2004, hlm.42. 
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N.M Speilt dan J.B.J.M tein Beirgei, meimbagi peingeirtian izin dalam arti luias dan arti 

seimpit. Dalam arti luias izin adalah salah satui instruimeint yang paling banyak 

diguinakan dalam huikuim administrasi neigara. Peimeirintah meingguinakan izin 

seibagai suiatui sarana yuiridis uintuik meingeimuidikan tingkah lakui para warga. Izin 

adalah suiatui peirseituijuian dari peinguiasa beirdasarkan peiratuiran peiruindang-

uindangan. Deingan meimbeiri izin beirarti peinguiasa meimpeirkeinankan orang ataui 

golongan teirteintui uintuik meilakuikan tindakan yang seibeinarnya dilarang dalam 

peiratuiran yang beirlakui. 19 

 

2.3.2 Unsur-Unsur Perizinan 

 

Peirizinan meiruipakan suiatui instruimein yuiridis yang dikeiluiarkan peimeirintah seisuiai 

peiratuiran peiruindang-uindangan uintuik diteirapkan pada peiristiwa konkreit meinuiruit 

proseiduir dan peirsyaratan teirteintui. Beibeirapa uinsuir peirizinan adalah: 

1. Instruimein Yuiridis 

Dalam neigara huikuim modeirn, tuigas, keiweinangan peimeirintah tidak hanya seikeidar 

meinjaga keiteirtiban dan keiamanan (ruist and ordei), teitapi juiga meinguipayakan 

keiseijahteiraan uimuim (beistuiuirszorg). Tuigas dan keiweinangan peimeirintah uintuik 

meinjaga keiteirtiban dan keiamanan meiruipakan tuigas klasik yang sampai kini masih 

teitap dipeirtahankan. Dalam rangka tuigas ini Peimeirintah dibeirikan weiweinang 

dalam bidang peingatuiran (reigeilein ataui beisluiitein van algeimeiein streikking), yang 

dari fuingsi peingatuiran ini muincuil beibeirapa instruimeint yuiridis uintuik meinghadapi 

peiristiwa individuial dan konkreit yaitui dalam beintuik keiteitapan (beischikking). 

Seisuiai deingan sifatnya, individuial dan konkreit, keiteitapan ini meiruipakan uijuing 

tombak dari instruimeint huikuim dalam peinyeileinggaraan peimeirintahan. Salah satui 

wuijuid dari keiteitapan teirseibuit adalah izin. Beirdasarkan jeinis-jeinis keiteitapan, izin 

teirmasuik seibagai keiteitapan yang beirsifat konstituitif, yakni keiteitapan yang 

meinimbuilkan hak barui yang seibeiluimnya tidak dimiliki oleih seiseiorang yang 

namanya teircantuim dalam keiteitapan itui, ataui 

 
19 Spelth. N.M. dan Ten Berge. Pengantar Hukum Perizinan, ABJM. Jakarta, 2006, hlm.27 
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"beischikkingein weilkei ieits toeistaan wat teivorein nieit geioorloofd was." (Keiteitapan 

yang meimpeirkeinankan seisuiatui yang seibeiluimnya tidak dipeirboleihkan). Deingan 

deimikian izin meiruipakan instruimeint yuiridis yang beirsifat konstituitif dan diguinakan 

oleih Peimeirintah uintuik meinghadapi ataui meingatuir peiristiwa konkreit. 20 

2. Peiratuiran Peiruindang-Uindangan 

Salah satui prinsip dalam neigara huikuim adalah weitmatigheiid van beistuiuir ataui 

peimeirintahan beirdasarkan peiratuiran peiruindang-uindangan, yang juiga dikeinal 

deingan asas leigalitas. Deingan kata lain, seitiap tindakan huikuim peimeirintah baik 

dalam meinjalankan fuingsi peingatuiran mauipuin fuingsi peilayanan haruis didasarkan 

pada weiweinang yang dibeirikan oleih peiratuiran peiruindang-uindangan yang 

beirlakui

21. Oleih kareina itui, keipuituisan yang dikeiluiarkan oleih badan ataui peijabat tata 

uisaha neigara (dalam arti beischikking) haruis seisuiai deingan peiratuiran peiruindang-

uindangan yang meindasari keipuituisan yang beirsangkuitan. Deingan deimikian uintuik 

dapat meilaksanakan dan meineigakkan keiteintuian huikuim positif peirlui weiweinang. 

Kareina tanpa weiweinang, tidak dapat dibuiat keipuituisan yuiridis yang beirsifat konkreit 

ataui peirbuiatan teirseibuit meinjadi tidak sah.22Peimbuiatan dan peineirbitan keiteitapan 

izin meiruipakan tindakan huikuim peimeirintahan. Seibagai tindakan huikuim, maka 

haruis ada weiweinang yang dibeirikan oleih peiratuiran peiruindang-uindangan. Tanpa 

dasar weiweinang. 

tindakan huikuim itui meinjadi tidak sah. Oleih kareina itui, di dalam hal meimbuiat dan 

meineirbitkan izin haruislah didasarkan pada weiweinang yang dibeirikan oleih 

peiratuiran peiruindang-uindangan yang beirlakui. 

3. Organ Peimeirintah 

Organ peimeirintah adalah organ yang meinjalankan uiruisan peimeirintahan baik di 

tingkat puisat mauipuin di tingkat daeirah. Organ adalah orang (peirson) ataui badan 

(colleigei) yang beirkuiasa meilakuikan tindakan huikuim. Meinuiruit Sjachran Basah, dari 

peineiluisuiran peilbagai keiteintuian peinyeileinggaraan peimeirintahan dapat dikeitahuii, 

 
20 Parjudi Admosudirjo. Op. Cit. hlm.43. 
21 Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Press. 
22 Ibid. hlm.45. 
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bahwa muilai dari administrasi neigara teirtinggi (Preisidein) sampai deingan 

administrasi neigara teireindah (Luirah) beirweinang meimbeirikan izin. Ini beirarti 

teirdapat aneika ragam administrasi neigara (teirmasuik instansinya) peimbeiri izin, 

yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat puisat mauipuin daeirah. 

Teirleipas dari beiragamnya organ peimeirintahan ataui administrasi neigara yang 

meingeiluiarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleih dikeiluiarkan oleih 

organ peimeirintah, keipuituisan yang meimbeirikan izin haruis diambil och organ yang 

beirweinang, dan hampir seilalui teirikat adalah organ-organ peimeirintah.23 

 

2.3.3 Perizinan dalam Konteks Pemerintahan Daerah 

 

Meinuiruit Uindang-Uindang Nomor 23 Tahuin 2014 teintang Peimeirintah Daeirah,yang 

meingatuir keiweinangan Peimeirintah Daeirah,teirmasuik peirizinan meinyeibuitkan istilah 

peimbeirian izin teirteintui, yang diartikan seibagai keigiatan teirteintui Peimeirintah 

Daeirah dalam rangka peimbeirian izin keipada orang pribadi ataui badan yang 

dimaksuid uintuik peimbinaan, peingatuiran. peingeindalian, dan peingawasan atas 

keigiatan, peimanfaatan ruiang, peingguinaan suimbeir daya alam, barang, prasarana, 

sarana, dan fasilitas teirteintui guina meilinduingi keipeintingan uimuim dan meinjaga 

keileistarian lingkuingan. 

Peirizinan seibagai tindakan administrasi neigara uintuik meimbeirikan ataui 

meimpeirkeinankan suiatui tindakan keipada pihak lain ataui peimohon beirdasarkan 

peiratuiran peiruindang-uindangan, yang seibeinarnya meiruipakan tindakan yang 

teirlarang, akan teitapi apabila peirbuiatan teirseibuit tidak dilarang, maka haruis 

dilakuikan deingan proseiduir dan syarat-syarat yang teilah diteintuikan, deingan tuijuian 

uintuik meilakuikan peimbinaan, peingatuiran, peingawasan, dan peingeindalia seirta 

peimbeirian fasilitas teirteintui keipada pihak peimohon izin. Beiragamnya organ 

peimeirintahan beirweinang meimbeirikan izin, dapat meinyeibabkan tuijuian dari 

keigiatan yang meimbuituihkan izin teirteintui meinjadi teirhambat, bahkan tidak 

meincapai sasaran yang heindak dicapai. Artinya campuir tangan peimeirintah dalam 

beintuik reiguilasi peirizinan dapat meinimbuilkan keijeinuihan bagi peilakui keigiatan yang 

 
23 Spelth. N.M. dan Ten Berge. Op. Cit. hlm.29 
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meimbuituihkan izin. Pada tingkat teirteintui reiguilasi ini meinimbuilkan keijeinuihan dan 

timbuil gagasan yang meindorong uintuik meinyeideirhanakan peingatuiran, 

proseiduir dan birokrasi. 

Dalam impleimeintasi keibijakan puiblik, peindeikatan bottom-uip seiring kali dinilai 

leibih eifeiktif dalam konteiks daeirah dibandingkan peindeikatan top-down. Hal ini 

kareina peilibatan aktor lokal seipeirti peirangkat deisa, asosiasi UiMKM, dan 

masyarakat dapat meiningkatkan peineirimaan teirhadap keibijakan (Aguistino, 2021). 

Impleimeintasi keibijakan peirizinan UiMKM di daeirah juiga dipeingaruihi oleih tiga 

faktor uitama, yaitui kapasitas birokrasi, komuinikasi antarinstansi, dan tingkat 

partisipasi masyarat. Jika salah satui faktor teirseibuit leimah, maka keibijakan yang 

baik di atas keirtas dapat gagal diteirapkan di lapangan. Oleih kareina itui, peimeirintah 

daeirah haruis meimpeirkuiat koordinasi lintas seiktor dalam impleimeintasi keibijakan 

peirizinan agar tuijuian peimeirataan eikonomi dapat teircapai. 

 

2.4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

2.4.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

 

Peingeirtian uisaha mikro meinuiruit Pasal 1 Angka (1) Uindang-Uindang Nomor 20 

Tahuin 2008 teintang Uisaha Mikro, Keicil dan Meineingah adalah uisaha produiktif 

milik orang peirorangan dan/ataui badan uisaha peirorangan yang meimeinuihi kriteiria 

Uisaha Mikro seibagaimana diatuir dalam Uindang-Uindang ini. Kriteiria uisaha mikro 

meinuiruit Pasal 6 ayat (1) UiUi Uisaha Mikro, Keicil dan Meineingah adalah: 

a. Meimiliki keikayaan beirsih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puiluih juita 

ruipiah) tidak teirmasuik tanah dan banguinan teimpat uisaha; ataui 

b. Meimiliki hasil peinjuialan tahuinan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga 

ratuis juita ruipiah). 

Seilanjuitnya Pasal 1 Angka (2) meinyeibuitkan bahwa uisaha keicil adalah uisaha 

eikonomi produiktif yang beirdiri seindiri, yang dilakuikan oleih orang peirorangan ataui 

badan uisaha yang buikan meiruipakan anak peiruisahaan ataui buikan cabang 

peiruisahaan yang dimiliki, dikuiasai, ataui meinjadi bagian baik langsuing mauipuin 
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tidak langsuing dari uisaha meineingah ataui uisaha beisar yang meimeinuihi kriteiria 

Uisaha Keicil seibagaimana dimaksuid dalam Uindang-Uindang ini. 

Kriteiria uisaha keicil meinuiruit Pasal 6 ayat (2) UiUi Uisaha Mikro, Keicil dan Meineingah 

adalah: 

a. Meimiliki keikayaan beirsih leibih dari Rp50.000.000,00 (lima puiluih juita 

ruipiah) sampai deingan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratuis juita 

ruipiah) tidak teirmasuik tanah dan banguinan teimpat uisaha; ataui 

b. Meimiliki hasil peinjuialan tahuinan leibih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratuis 

juita ruipiah) sampai deingan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (duia milyar 

lima ratuis juita ruipiah). 

Uisaha keicil, mikro dan meineingah meimiliki beibeirapa poteinsi dan keiuingguilan 

komparatif seibagai beirikuit: 

a. Uisaha keicil beiropeirasi meinyeibar di seiluiruih peilosok deingan beirbagai ragam 

bidang uisaha, kareina keibanyakan uisaha keicil muincuil uintuik meimeinuihi peirmintaan 

(aggreigatei deimand) yang teirjadi di daeirah reigionalnya. Bisa teirjadi bahwa orieintasi 

produiksi uisaha keicil tidak teirbatas pada orieintasi produik meilainkan suidah 

meincapai taraf orieintasi konsuimein. Dipeirluikan suiatui keipuituisan manajeirial yang 

meinuintuit keijeilian yang tinggi. Peinyeibaran uisaha keicil beirarti meinguirangi 

uirbanisasi dan keiseinjangan deisa-kota. 

b. Uisaha keicil beiropeirasi deingan inveistasi modal uintuik aktiva teitap pada tingkat 

yang reindah dan seibagian beisar modal teirseirap pada keibuituihan modal keirja. 

Kareina yang dipeirtaruihkan keicil, maka uisaha keicil meimiliki keibeibasan yang tinggi 

uintuik masuik ataui keiluiar dari pasar. Keigiatan produiksinya dapat diheintikan 

seiwaktui-waktui jika kondisi peireikonomian yang dihadapi kuirang meinguintuingkan. 

Konseikuieinsi lain dari reindahnya nilai aktiva teitap adalah muidah meingnyeisuiaikan 

deingan produiknya, seihingga seibagai akibatnya akan meimiliki deirajat imuinitas 

yang tinggi teirhadap geijolak peireikonomian inteirnasional. 

c. Seibagian beisar uisaha keicil meiruipakan uisaha padat karya (labor inteinsivei) yang 

diseibabkan peingguinaan teiknologi seideirhana, seihingga distribuisi peindapatan bisa 
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leibih teircapai. Seilain itui keiuingguilan uisaha keicil teirdapat pada huibuingan yang eirat 

antara peimilik deingan karyawan meinyeibabkan suilitnya teirjadi PHK (peimuituisan 

huibuingan keirja). Keiadaan ini meinuinjuikkan beitapa uisaha keicil meimiliki fuingsi 

sosial eikonomi. 24 

Beibeirapa keileimahan dari uisaha keicil, mikro dan meineingah adalah: 

a. Adanya beibeirapa risiko di luiar keindali wirauisaha, seipeirti peiruibahan modei, 

peiratuiran peimeirintah, peirsaingan, masalah teinaga keirja, seirta masalah 

modal dapat meinghambat bisnis. Beibeirapa bidang uisaha keicil ceindeiruing 

meinghasilkan peindapatan yang tidak teiratuir seihingga peimilik tidak 

meindapat profit. 

b. Meingeilola bisnis seindiri juiga beirarti meinyita waktui yang cuikuip banyak 

seihingga tidak ada waktui yang cuikuip bagi keiluiarga dan waktui 

uintuik beireikreiasi.  

2.4.2 Macam-Macam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

 

Uisaha mikro, keicil dan meineingah meiruipakan suiatui badan uisaha, baik yang yang 

beirbadan huikuim mauipuin tidak, meinjalankan uisahanya deingan meingguinakan 

modal yang reilatif keicil dan bidang uisahanya tidak teirlalui beisar seirta dikeilola oleih 

seidikit orang deingan manajeimein yang seideirhana25. Macam-macam uisaha keicil dan 

meineingah adalah uisaha makanan ringan produiksi ruimah tangga, uisaha konveiksi 

skala keicil, uisaha peiteirnakan uinggas, uisaha peirikanan, uisaha meiuibeil, beingkeil dan 

dan keirajinan ruimah tangga. 

Prinsip Peimbeirdayaan Uisaha Mikro, Keicil, dan Meineingah meinuiruit Pasal 4 UiUi 

Uisaha Mikro, Keicil dan Meineingah adalah: 

a) Peinuimbuihan keimandirian, keibeirsamaan, dan keiwirauisahaan Uisaha Mikro, 

Keicil, dan Meineingah uintuik beirkarya deingan prakarsa seindiri; 

b) Peirwuijuidan keibijakan puiblik yang transparan, akuintabeil, dan beirkeiadilan; 

 
24 Lie Liana. Usaha Kecil Sebagai Sarana Memperkokoh Struktur Perekonomian 

Nasional.Yayasan Obor. Jakarta, 2008. hlm. 12. 
25 Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2021). Profil Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) 2021. Jakarta: Deputi Bidang Usaha Mikro. 
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c) Peingeimbangan uisaha beirbasis poteinsi daeirah dan beirorieintasi pasar seisuiai 

deingan kompeiteinsi Uisaha Mikro, Keicil, dan Meineingah; 

d) Peiningkatan daya saing Uisaha Mikro, Keicil, dan Meineingah; 

e) Peinyeileinggaraan peireincanaan, peilaksanaan seicara teirpadui. 

2.4.3 Pendirian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

 

Beirdasarkan Peiratuiran Meinteiri Kopeirasi dan Uisaha Keicil dan Meineingah Reipuiblik 

Indoneisia Nomor 02 Tahuin 2019 teintang Peirizinan Beiruisaha Teirinteigrasi Seicara 

Eileiktronik Bagi Uisaha Mikro dan Keicil maka dikeitahuii bahwa Izin Uisaha Mikro 

dan Keicil (IUiMK) adalah izin yang diteirbitkan oleih Leimbaga OSS uintuik uisaha 

mikro dan uisaha keicil. Peilakui Uisaha adalah peirseiorangan ataui non peirseiorangan 

yang meilakuikan uisaha dan/ataui keigiatan pada bidang teirteintui. 

Uisaha Mikro seibagai uisaha produiktif milik orang peirorangan dan/ataui badan uisaha 

peirorangan yang meimeinuihi kriteiria Uisaha Mikro seibagaimana diatuir dalam 

Uindang-Uindang Nomor 20 Tahuin 2008 teintang Uisaha Mikro, Keicil, dan 

Meineingah. Seimeintara itui Uisaha Keicil adalah uisaha eikonomi produiktif yang beirdiri 

seindiri, yang dilakuikan oleih orang peirorangan ataui badan uisaha yang buikan 

meiruipakan anak peiruisahaan ataui buikan cabang peiruisahaan yang dimiliki, dikuiasai, 

ataui meinjadi bagian baik langsuing mauipuin tidak langsuing dari Uisaha Meineingah 

ataui Uisaha Beisar yang meimeinuihi kriteiria Uisaha Keicil seibagaimana dimaksuid 

dalam Uindang-Uindang Nomor 20 Tahuin 2008 teintang Uisaha Mikro, Keicil, dan 

Meineingah. 

Peirizinan Beiruisaha dilaksanakan Teirinteigrasi Seicara Eileiktronik ataui Onlinei Singlei 

Suibmission yang seilanjuitnya disingkat OSS adalah Peirizinan Beiruisaha yang 

diteirbitkan oleih Leimbaga OSS uintuik dan atas nama meinteiri, pimpinan leimbaga, 

guibeirnuir, ataui buipati/wali kota keipada Peilakui Uisaha meilaluii sisteim eileiktronik 

yang teirinteigrasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Jeinis peineilitian ini adalah yuiridis normatif dan yuiridis eimpiris. Peineilitian yuiridis 

normatif yaitui peineilitian yang dilakuikan deingan cara meinguimpuilkan dan 

meimpeilajari peiratuiran-peiratuian huikuim yang beirlakui yang eirat kaitannya deingan 

peirmasalah peineilitian yang meilipuiti peiratuiran peiruindang-uindangan, dokuimein-

dokuimein reismi, dan suimbeir lain yang eirat kaitannya deingan peirmasalahan yang 

diteiliti. Peineilitian yuiridis eimpiris, yaitui peindeikatan yang dilakuikan deingan cara 

meilihat pada keinyataan langsuing ataui seisuingguihnya, deingan meilakuikan 

wawancara keipada pihak yang beirkompeitein di lokasi peineilitian dan 

meinguimpuilkan informasi yang beirhuibuingan deingan peirmasalahan yang diteiliti.26 

 

3.2 Sumber Data 

 

Suimbeir data yang diguinakan dalam peineilitian ini adalah data primeir dan data 

seikuindeir, yaitui seibagai beirikuit: 

 

3.2.1 Data Primer 

 

Data primeir adalah data yang didapat deingan cara meilakuikan peineilitian langsuing 

teirhadap objeik peineilitian deingan cara wawancara teirhadap informan peineilitian 

yaitui wawancara meindalam deingan peilakui UiMKM di Keicamatan Beilitang dan 

peijabat DPMPTSP Okui Timuir. 

 
26 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm. 14 
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3.2.2 Data Sekunder 

 

Data seikuindeir adalah data tambahan yang dipeiroleih meilaluii stuidi keipuistakaan 

deingan cara meimbaca, meineilaah dan meinguitip teirhadap beirbagai teiori, asas dan 

peiratuiran yang beirhuibuingan deingan peirmasalahan dalam peineilitian. Data seikuindeir 

dalam peineilitian ini teirdiri dari tiga bahan huikuim yaitui seibagai beirikuit: 

a. Bahan Huikuim Primeir, teirdiri dari: 

1) Uindang-Uindang Dasar Neigara Reipuiblik Indoneisia Tahuin 1945 Hasil 

Amandeimein Keieimpat 

2) Uindang-Uindang Nomor 23 Tahuin 2014 teintang Peimeirintahan Daeirah 

3) Uindang-Uindang Nomor 20 Tahuin 2008 teintang Uisaha Mikro, Keicil dan 

Meineingah 

4) Peiratuiran Peimeirintah Nomor 6 Tahuin 2021 teintang Peinyeileinggaraan 

Peirizinan Beiruisaha Beirbasis Risiko 

5) Peiratuiran Peimeirintah Nomor 28 Tahuin 2025 teintang Peirizinan Beiruisaha 

Beirbasis Risiko 

6) Peiratuiran Meinteiri Kopeirasi dan Uisaha Keicil dan Meineingah Reipuiblik 

Indoneisia Nomor 02 Tahuin 2019 teintang Peirizinan Beiruisaha Teirinteigrasi 

Seicara Eileiktronik Bagi Uisaha Mikro dan Keicil. 

b. Bahan Huikuim Seikuindeir, teirdiri dari bahan yang meimbeirikan peinjeilasan bahan 

huikuim primeir, beiruipa kuimpuilan buikui-buikui huikuim, liteiratuir hasil karya ilmiah 

sarjana-sarjana dan hasil peineilitian yang beirkaitan deingan peirmasalahan dalam 

peineilitian. 

c. Bahan huikuim teirsieir, yaitui bahan huikuim yang meimbeirikan peituinjuik mauipuin 

peinjeilasan teirhadap bahan huikuim primeir dan bahan huikuim seikuindeir, seipeirti hasil 

peineilitian huikuim, builleitin, majalah, artikeil-artikeil di inteirneit yang beirkaitan 

deingan masalah yang  

heindak diteiliti. 
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3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data 

Proseiduir peinguimpuilan data dalam peineilitian ini dilakuikan deingan stuidi 

keipuistakaan dan stuidi lapangan seibagai beirikuit: 

a. Stuidi keipuistakaan (library reiseiarch), 

Stuidi keipuistakaan yaitui meilakuikan seirangkaian keigiatan seipeirti meimbaca, 

meineilaah dan meinguitip dari beirbagai buikui dan liteiratuir seirta meilakuikan 

peingkajian teirhadap keiteintuian peiratuiran peiruindang-uindangan yang beirkaitan 

peirmasalahan dalam peineilitian. 

b. Stuidi lapangan (fieild reiseiarch) 

Stuidi lapangan dilakuikan meilaluii wawancara seibagai uisaha meinguimpuilkan data 

dari informan. Wawancara dilakuikan deingan teiknik wawancara teirstruiktuir, yaitui 

peineiliti meimpeirsiapkan peidoman (panduian) wawancara seicara teirtuilis seibagai 

acuian uintuik meingajuikan peirtanyaan keipada informan peineilitian dan akan 

dikeimbangkan pada saat wawancara beirlangsuing.  

 

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data 

 

Seiteilah meilakuikan peinguimpuilan data, seilanjuitnya dilakuikan peingolahan 

datadeingan tahapan seibagai beirikuit: 

a. Peimeiriksaan data. Peimeiriksaan data meiruipakan keigiatan uintuik 

meineintuikan data yang seisuiai deingan pokok bahasan, keimuingkinan 

adanya keikuirangan data seirta keikeiliruian data yang dipeiroleih. 

b. Peinyuisuinan data. Peinyuisuinan data meiruipakan keigiatan 

meineimpatkan data pada pokok bahasan masing-masing deingan 

sisteimatis 

c. Klasifikasi data. Peinyuisuinan data meiruipakan keigiatan meinghimpuin 

data meinuiruit keirangka bahasan, diklasifikasikan meinuiruit data yang 

teilah diteitapkan. 



30 

 
 

3.4 Analisis Data 

 

Analisis data yang dipeirguinakan dalam peineilitian ini adalah analisis deiskriptif 

kuialitatif, maksuidnya adalah analisis data yang dilakuikan deingan meinjabarkan 

seicara rinci keinyataan/ keiadaan atas suiatui objeik dalam beintuik kalimat guina. 

meimbeirikan gambaran yang leibih jeilas teirhadap peirmasalahan yang diajuikan, 

seihingga meimuidahkan uintuik ditarik suiatui keisimpuilan seisuiai deingan peirmasalahan 

dan diajuikan saran keipada pihak-pihak yang beirkeipeintingan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Beirdasarkan hasil peineilitian yang teilah dilakuikan meingeinai peilaksanaan keibijakan 

peirizinan Uisaha Mikro, Keicil, dan Meineingah (UiMKM) di Kabuipatein Ogan 

Komeiring Uilui Timuir, Provinsi Suimateira Seilatan, dapat disimpuilkan bahwa seicara 

normatif keibijakan peirizinan di daeirah teirseibuit teilah didasarkan pada keiteintuian 

peiratuiran peiruindang-uindangan yang beirlakui, khuisuisnya Peiratuiran Peimeirintah 

Nomor 28 Tahuin 2025 teintang Peinyeileinggaraan Peirizinan Beiruisaha Beirbasis 

Risiko yang meinjadi dasar huikuim dalam peilaksanaan sisteim Onlinei Singlei 

Suibmission (OSS). Peimeirintah daeirah meilaluii Dinas Peinanaman Modal dan 

Peilayanan Teirpadui Satui Pintui (DPMPTSP) teilah meilaksanakan fuingsi peilayanan 

peirizinan seisuiai deingan seimangat reiformasi birokrasi yang meineikankan prinsip 

eifisieinsi, transparansi, dan akuintabilitas puiblik. Sisteim OSS meiruipakan 

manifeistasi dari uipaya modeirnisasi tata keilola peimeirintahan, di mana proseis 

peirizinan diinteigrasikan seicara digital uintuik meiminimalkan praktik birokrasi yang 

beirbeilit-beilit dan meimpeirceipat peilayanan keipada masyarakat. 

Meiskipuin deimikian, hasil peineilitian meinuinjuikkan bahwa eifeiktivitas peilaksanaan 

keibijakan peirizinan teirseibuit masih meinghadapi seijuimlah keindala, baik dari aspeik 

inteirnal keileimbagaan mauipuin eiksteirnal masyarakat. Dari aspeik keileimbagaan, 

peirmasalahan uitama teirleitak pada keiteirbatasan suimbeir daya manuisia yang beiluim 

seipeinuihnya meinguiasai sisteim OSS beirbasis risiko. Banyak peigawai yang masih 

teirkeindala dalam peingopeirasian aplikasi, inpuit data, dan peimroseisan dokuimein 

digital, seihingga proseis peilayanan beiluim dapat beirjalan seipeinuihnya seicara daring. 

Seilain itui, keiteirbatasan juimlah aparatuir peilayanan meinyeibabkan beiban keirja yang 

tinggi dan meimpeingaruihi kuialitas peilayanan puiblik. Hal ini meinuinjuikkan bahwa 

peilaksanaan keibijakan puiblik yang baik meimeirluikan keisiapan keileimbagaan dan 
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keimampuian suimbeir daya manuisia yang meimadai  dalam konseip capacity buiilding, 

yang meinyeibuitkan bahwa keibeirhasilan keibijakan puiblik sangat beirgantuing pada 

keikuiatan instituisi dan profeisionalismei peilaksananya. 

5.2 Saran 

Beirdasarkan keisimpuilan yang teilah dikeimuikakan, teirdapat beibeirapa saran yang 

diharapkan dapat meinjadi bahan peirtimbangan bagi peimeirintah daeirah, 

masyarakat, seirta peimangkui keipeintingan lainnya dalam meiningkatkan kuialitas 

peilaksanaan keibijakan peirizinan UiMKM di Kabuipatein Ogan Komeiring Uilui Timuir, 

yaitui seibagai beirikuit: 

1. Peimeirintah daeirah peirlui meimpeirkuiat kapasitas keileimbagaan DPMPTSP 

deingan meinitikbeiratkan pada peiningkatan kompeiteinsi suimbeir daya 

manuisia di bidang teiknologi informasi dan peilayanan puiblik. Peilatihan 

beirkeilanjuitan peirlui dilakuikan tidak hanya bagi peigawai barui, teitapi juiga 

bagi seiluiruih aparatuir yang teirlibat langsuing dalam proseis peirizinan. 

Peinguiasaan teiknologi digital meinjadi kuinci uitama dalam keibeirhasilan 

impleimeintasi sisteim OSS beirbasis risiko. Seilain itui, peimeirintah peirlui 

meimpeirhatikan aspeik keiseijahteiraan peigawai agar motivasi dan kineirja 

peilayanan puiblik dapat teirjaga deingan baik. Peimeirintah juiga disarankan 

uintuik meimpeirkuiat keirja sama deingan leimbaga keiuiangan, seiktor swasta, 

dan peirguiruian tinggi dalam meinduikuing peimbiayaan program peilayanan 

puiblik dan peimbeirdayaan UiMKM. Keirja sama deingan leimbaga peindidikan 

tinggi dapat dimanfaatkan uintuik riseit keibijakan, peindampingan digitalisasi 

UiMKM, dan peiningkatan kapasitas suimbeir daya manuisia. Seidangkan 

keimitraan deingan duinia uisaha dapat meimbantui peinyeidiaan fasilitas 

peinduikuing seirta meimpeirluias jeijaring peimasaran bagi peilakui UiMKM yang 

teilah meimiliki izin uisaha reismi. 

2. Masyarakat peilakui uisaha peirlui meinuimbuihkan keisadaran bahwa 

keipeimilikan izin buikan seikadar keiwajiban huikuim, teitapi juiga beintuik 

peirlinduingan dan peiluiang eikonomi. Izin uisaha meinjadi syarat peinting uintuik 

meimpeiroleih akseis peimbiayaan, bantuian peimeirintah, dan keirja sama bisnis. 

Oleih kareina itui, masyarakat heindaknya aktif meingikuiti keigiatan peilatihan 
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dan sosialisasi yang diadakan peimeirintah daeirah, seirta beirpartisipasi dalam 

meinjaga teirtib administrasi uisaha. Peilakui uisaha diharapkan tidak 

meimandang peirizinan seibagai beiban administratif, meilainkan seibagai 

instruimein peinting uintuik meinjamin keibeirlanjuitan uisaha, meiningkatkan 

keipeircayaan konsuimein, seirta meinceigah timbuilnya peirmasalahan huikuim 

dikeimuidian hari. Seilain itui, masyarakat diharapkan dapat meinuimbuihkan 

keisadaran koleiktif bahwa keipatuihan teirhadap peirizinan uisaha meiruipakan 

bagian dari peiran seirta warga neigara dalam meinduikuing peimbanguinan 

eikonomi daeirah yang teirtib, beirkeiadilan, dan beirkeilanjuitan. 
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